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RINGKASAN

Penelitian ini mengkaji akibat hukum perjanjian utang piutang yang

dilakukan secara lisan dilihat dari segi keabsahan perjanjian dan perlindungan

hukum terhadap perjanjian utang piutang tersebut, dengan fokus pada penerapan

asas kepastian hukum dan asas itikad baik. Latar belakang penelitian berangkat

dari kenyataan bahwa praktik pinjam-meminjam uang secara lisan masih banyak

terjadi dimasyarakat, terutama atas dasar kepercayaan, hubungan kekeluargaan,

atau kedekatan personal. Meskipun perjanjian tertulis memberikan kepastian bukti,

hukum perdata Indonesia, namun Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata tidak

mensyaratkan perjanjian harus tertulis sehingga perjanjian lisan sepanjang

memenuhi syarat sah perjanjian tetap diakui keabsahannya dan tetap mendapat

perlindungan hukum.

Secara konseptual, penelitian ini menggunakan landasan teori perjanjian,

teori utang-piutang, dan teori perlindungan hukum. Perjanjian dipahami sebagai

ikatan hukum yang lahir dari kesepakatan para pihak untuk melaksanakan suatu

prestasi utang-piutang dipandang bukan sekadar transaksi ekonomi, tetapi juga

hubungan hukum yang mengikat dan perlindungan hukum menekankan adanya

jaminan kepastian, keadilan, dan rasa aman bagi pihak yang berkepentingan.

Pengakuan hukum terhadap perjanjian lisan didasarkan pada asas

konsensualisme yang memandang bahwa perjanjian lahir pada saat tercapainya

kesepakatan tanpa mempersyaratkan bentuk tertentu, kecuali ditentukan secara

tegas oleh undang-undang. Namun, kelemahan mendasar perjanjian lisan terletak
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pada aspek pembuktian. Tanpa dokumen tertulis, keberhasilan gugatan

wanprestasi sangat bergantung pada kekuatan alat bukti tidak tertulis seperti

keterangan saksi, bukti elektronik, pengakuan pihak lawan, atau fakta-fakta

pendukung.

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan

pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer

meliputi KUH Perdata, putusan pengadilan, dan UU ITE, sedangkan bahan

sekunder berasal dari literatur akademik dan jurnal hukum. Analisis dilakukan

secara deskriptif-kualitatif untuk menghubungkan norma hukum dengan praktik

peradilan.

Hasil penelitian menegaskan bahwa perjanjian utang-piutang lisan sah dan

mengikat apabila memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata, namun perlindungan

hukum terhadap kreditur sangat dipengaruhi oleh kualitas pembuktian.

Penggunaan bukti elektronik dan penguatan keterangan saksi menjadi strategi

utama dalam memitigasi kelemahan perjanjian lisan.

Analisis putusan pengadilan menunjukkan dinamika penerapan hukum

pada sengketa perjanjian lisan. Pada Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Slr, hakim

mengakui keberadaan perjanjian lisan yang dibuktikan melalui saksi kredibel dan

bukti percakapan elektronik. Hakim menegaskan bahwa bentuk lisan tidak

menghilangkan kekuatan hukum perjanjian sepanjang terpenuhi syarat sahnya.

Sementara itu, pada Putusan Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Pbr, majelis

hakim menerima gugatan penggugat setelah menilai bahwa bukti yang diajukan

terdiri dari keterangan saksi dan bukti elektronik cukup meyakinkan untuk



vii

membuktikan adanya kesepakatan utang-piutang secara lisan serta terjadinya

wanprestasi oleh tergugat. Pertimbangan hakim juga menekankan bahwa

meskipun perjanjian tidak dituangkan secara tertulis, terpenuhinya unsur-unsur

perjanjian dan bukti yang relevan menjadikan gugatan dapat dikabulkan.

Kedua putusan tersebut menunjukkan konsistensi peradilan dalam

mengakui keabsahan perjanjian lisan dan menegakkan perlindungan hukum bagi

kreditur sepanjang syarat sah perjanjian terpenuhi dan pembuktian dilakukan

secara efektif. Hal ini menggarisbawahi pentingnya strategi pembuktian dalam

memastikan perlindungan hukum yang optimal dalam perjanjian tidak tertulis.

Simpulan penelitian ini ialah perjanjian utang-piutang secara lisan tetap

diakui keabsahannya menurut hukum perdata Indonesia sepanjang memenuhi

syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan mengikat para pihak

berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata. Asas kepastian hukum dalam perjanjian

utang piutang secara lisan harus didukung dengan bukti yang shahih

sebagaimanan diatur dalam Pasal 1895 dan Pasal 1912 KUHPerdata terkait

dengan persaksian, dan dapat juga

di dukung dengan bukti dokumen elektronik seperti email dan bukti

transfer sesuai dengan Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi

dan transaksi elektronik atau yang lebih dikenal dengan UU ITE. Asas itikad baik

berperan penting sebagai instrumen perlindungan hukum, memungkinkan hakim

memberikan keadilan substantif kepada kreditur yang telah beritikad baik meski

perjanjian tidak tertulis.

Rekomendasi bagi kreditur yaitu disarankan untuk tetap melakukan
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dokumentasi minimum terhadap kesepakatan lisan, seperti bukti transfer atau

rekaman komunikasi, guna memperkuat posisi hukum, dan masyarakat

diharapkan meningkatkan kesadaran hukum bahwa bentuk tertulis memberikan

jaminan pembuktian yang lebih kuat, serta menjaga itikad baik dan tanggung

jawab moral dalam setiap hubungan hukum.
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ABSTRAK

Perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan masih banyak terjadi di
masyarakat Indonesia, terutama dalam lingkungan yang menjunjung tinggi nilai
kekeluargaan dan kepercayaan. Namun, bentuk perjanjian ini seringkali
menimbulkan persoalan hukum ketika terjadi wanprestasi. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis keabsahan dan pembuktian perjanjian lisan dalam sistem
hukum perdata Indonesia, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap
kreditur berdasarkan asas kepastian hukum dan asas itikad baik. Penelitian ini
menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan
dan pendekatan kasus. Berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata, perjanjian
lisan diakui sah sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian dan dilaksanakan
dengan itikad baik. Kebaruan penelitian ini terletak pada pembahasan mendalam
mengenai relevansi asas konsensualisme, kebebasan berkontrak, serta kekuatan
bukti tidak tertulis, seperti saksi dan bukti elektronik dalam pembuktian perjanjian
lisan. Hasil kajian menunjukkan bahwa walaupun tidak berbentuk tertulis,
perjanjian lisan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat dibuktikan di
pengadilan melalui alat bukti sah menurut Pasal 1866 KUH Perdata dan UU ITE.
Simpulan penelitian menyatakan bahwa kreditur tetap mendapat perlindungan
hukum meskipun tidak ada perjanjian tertulis, asalkan unsur keabsahan terpenuhi.
Oleh karena itu, disarankan agar kreditur tetap mendokumentasikan transaksi
secara minimum melalui alat elektronik untuk memperkuat posisi hukumnya.
Kata Kunci: Perjanjian Lisan, Perlindungan Hukum Kreditur, Asas Kepastian
Hukum dan Itikad Baik
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ABSTRACT

Lending and borrowing agreement are still widely practiced in Indonesian society,
particularly in communities that uphold familial trust and social ties. However,
such informal agreements often lead to legal disputes when one party defaults.
This research aims to analyze the legal validity and evidentiary strength of oral
loan agreements within Indonesia's civil law system and to examine the legal
protection afforded to creditors based on the principles of legal certainty and
good faith. Using a normative juridical method with statutory and case
approaches, this study refers to Articles 1320 and 1338 of the Indonesian Civil
Code, which recognize the validity of oral agreements as long as they meet the
legal requirements and are executed in good faith. The novelty of this research
lies in its comprehensive analysis of the relevance of consensualism, freedom of
contract, and the role of unwritten evidence such as witness testimonies and
electronic proof. The findings indicate that oral agreements hold binding legal
force and can be proven in court using valid legal instruments, including those
recognized under the ITE Law. It is concluded that creditors are still legally
protected even without written agreements, provided that the essential elements of
a valid contract are fulfilled. Therefore, it is recommended that creditors maintain
at least minimal electronic documentation to strengthen their legal standing.
Keywords: Oral Agreement, Legal Protection of Creditors, Principle of Legal
Certainty and Good Faith.
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